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KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG

TIM PENYUSUNAN PEDOMAN POLA KEARSIPAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pola
kearsipan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan
Pedoman Pola Kearsipan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran
Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk
menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Penyusunan
Pedoman Pola Kearsipan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Tim Penyusunan Pedoman Pola Kearsipan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN
PEDOMAN POLA KEARSIPAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Pedoman Pola Kearsipan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyusun Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pola Kearsipan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

b. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan
penyusunan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pola Kearsipan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA :  Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan
konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan
kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

KEEMPAT  : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
adalah 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Februari sampai
dengan bulan Juli 2014.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim
Penyusunan Pedoman Pola Kearsipan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang
besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
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KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS ARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;

Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;

Kepala Biro Umum dan Keuangan;

PPK Biro Umum dan Keuangan;

Bendahara Pengeluaran LKPP;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

O o b oo D

jdih.lIkpp.qgo.id




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN PEDOMAN POLA

KEARSIPAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 19 TAHUN 2014
TANGGAL ¢ 20 Januari 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUNAN PEDOMAN POLA KEARSIPAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan dalam Nama Honorarium
Tim
Pengarah : | Eiko Whismulyadi -
Ketua : | Dade Nursahid A.Y -
Anggota 1. Moch. Zaini -
2. Ida Poespita 500.000
3. R. Ari Widianto 500.000
4. Robby Darmawan 500.000
5. Rita Agustini -
6. Sulmiari -
7. M. Sukron Arif -
8. Adreng Kusuma Ayuningtyas 500.000
9. Tri Susanto 500.000
10. Festiana Niyanti 500.000
11. Nungky Karina Putri 500.000
12. Dewi Rembulan 500.000
13. Gigih Pribadi 500.000
14. Erin Pratiwi Yulianti 500.000
15. Mulyadi 500.000
16. Ichwan Fajar Harika 500.000
17. Angga Sanjaya Lingga 500.000
18. Mieke Eka Putri 500.000
19. Ermawanto 500.000
20. Intan Dana Lestari 500.000
21. M. Taufik (Arsip Nasional 500.000
Republik Indonesia)
22. Diah Tjaturini (Arsip Nasional 500.000
Republik Indonesia)
23. Novita Elita (Arsip Nasional 500.000
Republik Indonesia)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

G,

AGUS RAHARDJO
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